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Abstract 
This study examines the effectiveness of MUI Fatwa No. 24 of 2017 in 
addressing ethical and transparency challenges in virtual transactions, 
particularly on Shopee and Tokopedia platforms. Employing a 
qualitative descriptive-analytical method, the research utilizes primary 
sources, including the fatwa itself, and secondary literature from Islamic 
jurisprudence and academic publications. The findings highlight that 
while the fatwa provides substantial guidance on ensuring Sharia 
compliance in virtual transactions focusing on principles such as 
transparency, fairness, and the prohibition of gharar (uncertainty) and 
riba (usury) its practical implementation faces significant challenges. 
These challenges arise from the dynamic nature of digital commerce, 
including issues of unclear agreements, data security, and emerging 
financial technologies such as cryptocurrency. The study concludes with 
recommendations for refining and adapting Islamic legal rulings to align 
with technological advancements, ensuring that virtual transactions 
remain ethically and lawfully consistent with Sharia. 
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Pendahuluan 
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan warna 

perubahan signifikan dalam banyak aspek kehidupan manusia, salah satunya dalam 
interaksi sosial dan ekonomi. Salah satu perubahan yang menonjol adalah hadirnya 
media sosial sebagai platform baru untuk berkomunikasi, berbagi informasi, serta 
melakukan transaksi ekonomi. Media sosial, yang awalnya hanya dimanfaatkan 
sebagai sarana jejaring sosial, kini telah berkembang menjadi marketplace virtual di 
mana individu maupun bisnis dapat bertransaksi tanpa batasan ruang dan waktu. 
Perkembangan ini tentu memberikan banyak kemudahan dan aksesibilitas bagi 
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dari berbelanja hingga 
berbisnis secara online (Ilham et al., 2019). 

Namun, perkembangan yang begitu pesat ini juga memunculkan berbagai 
tantangan, khususnya dalam konteks hukum Islam. Hukum muamalah dalam Islam 
mengatur segala bentuk interaksi ekonomi dan transaksi yang dilakukan oleh umat 
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Muslim, baik secara tradisional maupun modern. Dalam dunia digital yang semakin 
kompleks, terutama dengan kemunculan transaksi virtual melalui media sosial, 
pertanyaan seputar keabsahan, etika, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip 
syariah menjadi relevan. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui 
Fatwa Nomor 24 Tahun 2017, berusaha memberikan panduan yang jelas mengenai 
muamalah di era digital ini, khususnya dalam konteks transaksi melalui platform 
media sosial (Apriansyah & Umar, 2024). 

Fatwa ini menjadi penting sebagai rujukan bagi umat Muslim dalam 
menjalankan transaksi yang tidak hanya sah secara hukum negara, tetapi juga sesuai 
dengan kaidah syariah. Meskipun demikian, penerapan fatwa ini dalam praktik 
transaksi digital masih memerlukan kajian mendalam, mengingat karakteristik unik 
media sosial yang bersifat dinamis dan sering kali menimbulkan dilema etis. Maka 
dari itu, diperlukan kajian lebih mendalam terkait cara penerapan fatwa ini secara 
optimal, sekaligus mengupayakan agar umat Islam mampu menghayati dan 
menjalankan kaidah-kaidah syariah dalam konteks transaksi digital. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam Fatwa MUI No. 
24 Tahun 2017 Dalam konteks interaksi muamalah di media sosial, Pertama, 
penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menginterpretasi prinsip-
prinsip hukum Islam yang terkandung dalam fatwa tersebut. Kedua, penelitian ini 
akan mengeksplorasi bagaimana fatwa tersebut diimplementasikan dalam berbagai 
jenis transaksi virtual di media sosial seperti Shopee dan Tokopedia. Ketiga, 
penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi fatwa tersebut dengan tantangan-
tantangan yang dihadapi dalam dunia transaksi digital saat ini, serta memberikan 
rekomendasi bagi pengembangan fatwa dan hukum Islam yang lebih adaptif 
terhadap perkembangan teknologi. 

Metode  
Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dipadukan dengan metode 

deskriptif-analitis. Pendekatan tersebut diambil untuk memperoleh wawasan yang 
lebih komprehensif mengenai implementasi Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 
diterapkan dalam konteks transaksi digital yang dilakukan melalui platform e-
commerce, seperti Shopee dan Tokopedia. Metode ini memungkinkan peneliti 
untuk menggambarkan fenomena transaksi digital secara terperinci dan 
menganalisisnya dalam kerangka hukum Islam, khususnya prinsip-prinsip 
muamalah yang relevan dalam ranah digital. Penelitian ini tidak hanya berupaya 
mengeksplorasi prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam fatwa, tetapi juga 
mengevaluasi bagaimana fatwa tersebut diterapkan dalam praktik nyata di dua 
platform e-commerce terbesar di Indonesia (Rifa’i, 2023). 

Data diperoleh dari sumber primer berupa teks fatwa dan dokumen regulasi 
terkait, serta sumber sekunder seperti buku, artikel jurnal, dan laporan tahunan 
kedua platform. Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka dan analisis 
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konten terhadap praktik transaksi digital, seperti penggunaan Shopee PayLater yang 
menyoroti potensi riba, serta kebijakan refund di Tokopedia yang kerap 
menimbulkan kebingungan. Analisis dilakukan dengan menafsirkan prinsip-prinsip 
syariah, seperti kehalalan objek transaksi, keadilan akad, dan transparansi informasi, 
kemudian mengaitkannya dengan praktik nyata. Sebagai contoh, sistem pre-order 
dianalisis dalam kaitannya dengan akad salam, sementara tantangan seperti gharar 
dan tadlis dalam transaksi digital dievaluasi melalui studi kasus. Penelitian ini juga 
mengintegrasikan teori hukum muamalah klasik dengan prinsip etika bisnis digital 
untuk memahami tantangan baru seperti keamanan data dan transparansi dalam 
transaksi e-commerce. 

Hasil dan Pembahasan 
Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017: Prinsip dan Ketentuan Hukum 
Muamalah melalui Media Sosial 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 24 Tahun 2017 secara rinci 
menjelaskan prinsip-prinsip serta ketentuan hukum Islam yang wajib diikuti oleh 
umat Muslim dalam menjalankan muamalah melalui media sosial. Fatwa ini muncul 
sebagai respons terhadap kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan 
komunikasi, terutama di bidang media sosial, yang kini berperan signifikan sebagai 
salah satu wadah utama untuk aktivitas transaksi ekonomi, baik dalam lingkup 
pribadi maupun bisnis komersial. Melalui fatwa ini, MUI menegaskan bahwa 
meskipun media sosial merupakan inovasi baru dalam perdagangan, prinsip-prinsip 
dasar muamalah yang digariskan oleh syariah tetap harus diterapkan, Untuk 
memastikan keutuhan transaksi dan menghindari terjadinya perbuatan yang 
bertentangan dengan ajaran Islam, seperti praktik riba, unsur ketidakpastian 
(gharar), maupun kecurangan (tadlis) (Fauzi et al., 2022). 

Fatwa ini berlandaskan pada nilai-nilai pokok yang diambil dari ajaran Al-
Qur'an dan Sunnah terkait praktik muamalah. Salah satu dasar hukumnya adalah 
Ayat Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275, menyatakan, "Allah membolehkan 
aktivitas jual beli dan melarang praktik riba." Ayat tersebut menegaskan bahwa 
Setiap aktivitas jual beli yang dilaksanakan dengan cara halal dan sesuai dengan 
prinsip keadilan diperbolehkan dalam Islam, sedangkan segala bentuk praktik yang 
melibatkan unsur riba dilarang keras. Dalam konteks media sosial, prinsip ini tetap 
berlaku, di mana setiap transaksi yang terjadi harus memenuhi syarat kehalalan baik 
dari segi barang yang diperjualbelikan maupun mekanisme transaksinya (Asriyana 
et al., 2024). 

Selain itu, MUI juga menegaskan pentingnya menghindari gharar atau 
ketidakpastian dalam transaksi melalui media sosial. Konsep gharar telah lama 
menjadi perhatian dalam hukum muamalah, di mana setiap bentuk transaksi yang 
mengandung ketidakpastian atau spekulasi dianggap tidak sah menurut syariah. 
Pernyataan ini sejalan dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW yang berbunyi: 
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 رِرَغَلْا عِيْـَب نْعَوَ ةِاصَلحَْا عِيْـَب نْعَ مََّلسَوَ هِيْلَعَُ َّ+ا ىَّلصَ َِّ+ا لُوسُرَ ىََ!
“Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang praktik jual beli menggunakan metode 
hashah (yaitu: transaksi yang dilakukan dengan melempar kerikil) serta metode lainnya yang 
mengandung unsur penipuan.” (HR. Muslim).  

Dalam konteks transaksi virtual, unsur gharar sering kali muncul akibat 
kurangnya kejelasan mengenai barang yang diperjualbelikan, harga, atau syarat dan 
ketentuan transaksi. Oleh karena itu, MUI dalam fatwanya mewajibkan setiap 
transaksi di media sosial harus memenuhi prinsip kejelasan (bayan), baik terkait 
deskripsi barang maupun mekanisme pembayaran dan pengiriman (Labib & 
Mawardi, 2022). 

Selain gharar, tadlis atau penipuan juga menjadi salah satu hal yang sangat 
ditekankan dalam fatwa ini. Penipuan dalam transaksi, terutama di dunia digital, 
sering kali terjadi karena kurangnya pengawasan dan regulasi yang memadai. MUI 
menekankan bahwa setiap bentuk penipuan dalam jual beli, termasuk dalam media 
sosial, merupakan pelanggaran serius terhadap syariah. Dalam konteks ini, 
penipuan bisa berupa manipulasi informasi, penjualan barang palsu, atau 
pengabaian terhadap hak-hak konsumen yang sah. Oleh karena itu, MUI 
menegaskan bahwa transaksi melalui media sosial harus dilakukan dengan 
transparansi penuh, di mana setiap pihak, baik penjual maupun pembeli, 
mengetahui hak dan kewajibannya dengan jelas (Prayuti, 2024). 

Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 juga memberikan pedoman tentang jenis 
objek transaksi yang diizinkan dalam muamalah digital. Sebagaimana diatur dalam 
hukum Islam, barang yang diperjualbelikan haruslah barang yang halal dan 
bermanfaat bagi kehidupan manusia. Prinsip ini sejalan dengan ayat Allah yang 
terdapat dalam QS. Al-Maidah [5]: 88:  

 ٨٨ نَوْـُنمِؤْمُ .هبِ مْتُـْناَ يْٓذَِّلا َّٰ+ا اوقَُّـتاَّوۖ ابًيِّطَ لاًلٰحَ ُّٰ+ا مُكُقَزَرَ اَّممِ اوْلُكُوَ
“Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kalian, yang halal lagi baik, 
dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu beriman.”  

Dalam konteks transaksi melalui media sosial, MUI menekankan pentingnya 
memastikan bahwa barang yang diperjualbelikan tidak hanya memenuhi syarat 
kehalalan secara zat, tetapi juga dalam proses produksinya. Dengan demikian, 
barang-barang yang diharamkan oleh syariah, seperti minuman keras, produk yang 
mengandung unsur riba, atau barang yang digunakan untuk tujuan yang dilarang, 
tidak diperbolehkan dalam transaksi media sosial. 

Selain prinsip-prinsip dasar tersebut, Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 juga 
menekankan pentingnya akad yang sah dalam setiap transaksi melalui media sosial. 
Akad menjadi salah satu elemen terpenting dalam setiap transaksi ekonomi 
menurut syariah, di mana kesepakatan antara pihak yang bertransaksi harus 
dilakukan dengan kerelaan dan kejelasan. QS. An-Nisa [4]: 29 menjelaskan prinsip 
ini dengan tegas. Dalam konteks transaksi digital, akad harus dilakukan dengan 
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tegas melalui saluran komunikasi yang tersedia, di mana kedua pihak sepenuhnya 
memahami persyaratan dan ketentuan yang diterapkan dalam transaksi tersebut. 
Aspek ini sangat penting untuk menjamin bahwa tidak terdapat unsur paksaan atau 
ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. 

Fatwa ini juga menggarisbawahi aspek etika dalam muamalah melalui media 
sosial. MUI menekankan pentingnya menjaga akhlak dalam bertransaksi, di antara 
hal ini adalah larangan untuk menyebarluaskan berita palsu atau informasi yang 
menyesatkan (hoax) yang dapat mengakibatkan kebingungan bagi konsumen. 
Prinsip ini selaras dengan ayat Allah yang terdapat dalam QS. Al-Hujurat [49]: 6.  

Zَٰٓ٦ ينَْمِدِنٰ مْتُلْعَـَف امَ ىلٰعَ اوْحُبِصْتُـَف ةٍلَاهَبجَِ اۢمًوْـَق اوْـُبْـيصِتُ نْاَ اوْٓـُنَّـيـَبـَتـَف اٍبَـَنبِ قٌۢسِافَ مْكُءَاۤجَ نْاِ اوْٓـُنمَاٰ نَيْذَِّلا اهَُّـي 
“Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, 
maka telitilah dengan benar agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum 
tanpa mengetahui keadaannya, sehingga kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”  

Dalam transaksi yang dilakukan melalui media sosial, penyampaian informasi 
yang komprehensif, benar, dan tepat mengenai barang atau jasa yang 
diperdagangkan sangatlah krusial, karena hal ini akan menentukan keabsahan 
transaksi tersebut sesuai dengan ketentuan hukum syariah. (Gusti Susmanto et al., 
2024). 
Implikasi Syariah dalam Transaksi Virtual: Perspektif Etika dan Hukum 
Islam 

Transaksi virtual yang kian marak di era digital tidak lepas dari prinsip-prinsip 
syariah yang mengatur setiap bentuk muamalah, termasuk interaksi ekonomi. 
Dalam pandangan hukum Islam, setiap transaksi baik yang dilakukan secara 
langsung maupun melalui platform digital harus mematuhi ketentuan yang telah 
ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Etika dan hukum Islam menetapkan 
prinsip-prinsip dasar yang bersifat universal, yang juga diterapkan dalam transaksi 
digital. melalui platform media sosial, yang meliputi unsur kejujuran, keadilan, 
transparansi, serta perlindungan dari praktik-praktik yang dilarang seperti riba, 
gharar, dan tadlis. (Saleh, 2021). 

Salah satu implikasi syariah yang paling mendasar dalam transaksi virtual 
adalah keharusan untuk menjaga kejujuran dan integritas dalam setiap aspek 
transaksi. Hal ini sesuai dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa [4]: 58,  

 َّناِ  .هبِ مْكُظُعِيَ اَّمعِنِ َّٰ+ا َّناِ ۗ لِدْعَلyِْ اوْمُكُتحَْ نْاَ سِاَّنلا ينَْبَ مْتُمْكَحَ اذَاِوَ اۙهَلِهْاَ لىٰٓاِ تِنٰمٰلاَْا اوُّدؤَـُت نْاَ مْكُرُمnَُْ َّٰ+ا َّناِ ۞
 ٥٨ ايرًْصِبَ اۢعًْـيسمَِ نَاكَ َّٰ+ا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya 
kamu menetapkan dengan adil."  
Ayat ini menggarisbawahi pentingnya menjaga amanat dan keadilan, yang berarti 
bahwa dalam transaksi virtual, setiap pihak harus jujur an benar dalam 
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mengungkapkan informasi terkait barang atau jasa yang diperjualbelikan, serta 
memberikan hak kepada pihak yang terkait sesuai dengan kesepakatan yang telah 
dibuat. Tidak boleh ada penipuan, baik dalam bentuk penyembunyian informasi 
penting maupun manipulasi data untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah 
(Rozi & Aldianza, 2024). 

Etika Islam dalam transaksi juga menekankan pentingnya menghormati hak-
hak konsumen. Konsumen dalam transaksi digital, Seperti dalam muamalah secara 
umum, mereka berhak mendapatkan informasi yang akurat, jelas, dan sesuai 
mengenai barang atau layanan yang ditawarkan. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip 
syariah yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah [2]: 188,  

 ١٨٨  نَوْمُلَعْـَت مْتُـْناَوَ ثمِْلاyِِْ سِاَّنلا لِاوَمْاَ نْمِّ اقًـْيرِفَ اوْلُكُأْتَلِ مِاَّكلحُْا لىَاِ آَِ� اوْلُدْتُوَ لِطِابَلyِْ مْكُنَْـيـَب مْكُلَاوَمْاَ اوْٓلُكَُْ� لاَوَ
"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan 
jalan yang batil."  

Dalam konteks transaksi virtual, ini berarti bahwa setiap bentuk transaksi 
yang melibatkan penipuan atau informasi palsu dilarang secara tegas oleh syariah. 
Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 juga menekankan bahwa setiap transaksi yang 
berlangsung di media sosial harus sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan, di 
mana barang yang dijual harus dijelaskan secara transparan, mulai dari kualitas, 
kuantitas, hingga harga yang ditetapkan (Syantoso et al., 2018). 

Selain prinsip kejujuran, keadilan dalam transaksi virtual memiliki peran yang 
sangat penting. Prinsip ini berlaku tidak hanya untuk penjual, tetapi juga bagi 
pembeli. Transaksi yang adil adalah transaksi yang tidak menimbulkan beban 
berlebih pada salah satu pihak dan didasarkan pada asas kerelaan atau tardiyah di 
antara kedua belah pihak (Sirmaneli et al., 2022). Dalam QS. Al-Maidah [5]: 1, Allah 
SWT berfirman,  

Zَٰٓاوْـُفوْاَ اوْٓـُنمَاٰ نَيْذَِّلا اهَُّـي yِْدِۗوْقُعُل  
“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”  

Ayat ini memberikan dasar hukum bagi pentingnya kesepakatan (akad) dalam 
setiap transaksi. Akad yang sah menurut syariah harus didasarkan pada kerelaan 
kedua belah pihak tanpa adanya paksaan atau manipulasi. Dalam konteks transaksi 
virtual, keadilan ini diterjemahkan dalam bentuk transparansi mengenai syarat dan 
ketentuan transaksi, di mana setiap pihak memahami dengan jelas hak dan 
kewajibannya (Iswanty & Jannah, 2022). 

Selain itu, hukum Islam juga menolak setiap bentuk transaksi yang 
mengandung unsur gharar atau ketidakpastian. Gharar, yang dalam konteks masa 
kini sering kali dihubungkan dengan spekulasi atau transaksi yang tidak jelas, 
dilarang dalam syariah karena dapat berpotensi menyebabkan kerugian bagi salah 
satu pihak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud, Nabi 
Muhammad SAW bersabda,  
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 .رٌرَغَ هَُّنإِفَ ءِامَلْا فيِ كَمََّسلا اوترَُشْتَلاَ
" Janganlah kalian menjual ikan yang masih berada di dalam air, karena praktik tersebut 
mengandung unsur gharar." (HR. Muslim). Dalam transaksi virtual, unsur gharar dapat 
muncul dalam bentuk barang yang tidak jelas spesifikasinya, ketidakpastian 
mengenai pengiriman barang, atau ketidakjelasan mengenai syarat-syarat 
pembayaran. Dengan demikian, Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 menekankan 
pentingnya kejelasan dalam setiap aspek transaksi, termasuk kejelasan mengenai 
deskripsi barang, harga, mekanisme pembayaran, dan pengiriman (Apriliani et al., 
2023). 

Dalam perspektif etika Islam, transaksi virtual juga harus mempertimbangkan 
aspek tanggung jawab sosial. Hal ini terkait dengan konsep maslahah atau 
kemaslahatan umum, yang menuntut agar setiap transaksi dapat memberikan 
manfaat terhadap semua pihak yang terlibat dan tidak merugikan pihak lain. 
Konsep ini sangat penting dalam transaksi virtual, terutama karena transaksi ini 
sering kali melibatkan banyak pihak, mulai dari penjual, pembeli, hingga penyedia 
platform. Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 mengingatkan bahwa transaksi di media 
sosial harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan, 
termasuk dalam hal ini adalah kewajiban untuk tidak menjual barang-barang yang 
dapat merusak moral atau membahayakan kesehatan masyarakat. 
Kesesuaian Transaksi Virtual dengan Prinsip Muamalah: Studi Kasus 
Penerapan di e-Commerce 

Penerapan prinsip muamalah dalam transaksi digital, khususnya di platform 
e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia, memerlukan kajian mendalam tentang 
bagaimana kedua platform ini mengelola transaksi agar sesuai dengan prinsip 
syariah. Studi kasus ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Shopee dan 
Tokopedia mengimplementasikan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, serta 
menghindari riba dan gharar dalam transaksi mereka. 

Sebagai salah satu platform e-commerce yang paling dikenal di Asia Tenggara, 
Shopee menawarkan berbagai layanan yang memfasilitasi proses transaksi antara 
penjual dan pembeli. Salah satu fitur utama yang menarik perhatian dari sudut 
pandang hukum Islam adalah Shopee PayLater, sebuah layanan pembayaran yang 
memungkinkan pengguna untuk membeli produk dan membayar di kemudian hari. 
Dalam konteks muamalah syariah, layanan ini dapat menimbulkan potensi riba jika 
tidak diatur dengan tepat. Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 menegaskan bahwa 
transaksi yang mengandung bunga atau tambahan biaya atas dasar pinjaman harus 
dihindari, karena dapat dianggap riba. Penelitian lapangan menunjukkan bahwa 
Shopee, dalam beberapa kasus, mengenakan bunga atau biaya tambahan pada 
pembayaran yang tertunda. Meskipun biaya ini lebih rendah dibandingkan dengan 
bunga pinjaman konvensional, potensi pelanggaran prinsip syariah perlu dicermati. 
Di sisi lain, Shopee juga menawarkan program promo dan kupon diskon yang 
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mengurangi biaya transaksi, yang dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga 
keadilan dalam transaksi. Namun, penting untuk memastikan bahwa penawaran ini 
tidak menyesatkan konsumen atau menciptakan ketidakpastian (gharar) terkait total 
biaya yang harus dibayar. Untuk mengatasi tantangan ini, Shopee perlu 
mengembangkan sistem transparansi yang lebih baik dalam penjelasan biaya 
tambahan. Misalnya, dengan memberikan informasi yang lebih jelas pada saat 
pengguna memilih PayLater tentang bunga yang dikenakan serta mekanisme 
pembayaran. Penjual juga harus diimbau untuk memberikan deskripsi yang akurat 
tentang barang dan jasa yang mereka tawarkan untuk menghindari praktek tadlis 
(penipuan) (Jannah, 2023). 

Studi kasus di Tokopedia, toko ini memiliki pendekatan yang lebih 
terintegrasi untuk memastikan transparansi dan keadilan. Platform ini menyediakan 
berbagai fitur seperti deskripsi produk, ulasan pengguna, dan kebijakan 
pengembalian yang memfasilitasi transaksi yang lebih adil. Namun, tantangan 
terbesar Tokopedia terletak pada bagaimana menjaga integritas penjual dan 
melindungi konsumen dari potensi penipuan. Para penjual di Tokopedia 
diharuskan untuk menyampaikan informasi yang tepat dan transparan mengenai 
produk yang mereka tawarkan, termasuk spesifikasi, harga, dan ketentuan 
pengiriman. Data internal dari Tokopedia menunjukkan bahwa penjual yang 
mematuhi kebijakan ini cenderung menerima ulasan positif dan meningkatkan 
kredibilitas mereka di mata konsumen. Meskipun demikian, beberapa studi 
menunjukkan bahwa masih ada penjual yang tidak transparan dalam menyampaikan 
informasi produk, yang dapat menciptakan gharar dan merugikan konsumen. 
Misalnya, produk yang dijual dengan deskripsi yang tidak sesuai dengan barang yang 
diterima seringkali menyebabkan keluhan dan pengaduan dari pembeli. Salah satu 
langkah yang diambil Tokopedia untuk mengatasi isu ini adalah dengan melakukan 
verifikasi terhadap penjual yang terdaftar. Tokopedia juga memperkenalkan 
program perlindungan pembeli, di mana konsumen dapat mengajukan klaim jika 
barang yang diterima tidak sesuai dengan keterangan yang telah disampaikan. Hal 
ini sejalan dengan prinsip syariah yang menuntut kejelasan dalam setiap transaksi. 
Namun, Tokopedia masih menghadapi tantangan dalam mengedukasi penjual 
tentang pentingnya transparansi dan kejujuran, serta mengembangkan mekanisme 
pengawasan yang lebih ketat (Fatihah & Saidah, 2021). 

Disisi lain, dengan perkembangan teknologi, aspek baru seperti blockchain 
dan cryptocurrency mulai mempengaruhi transaksi digital. Meskipun teknologi ini 
menawarkan keamanan tambahan melalui sistem terdesentralisasi, penggunaannya 
dalam platform seperti Shopee dan Tokopedia membawa tantangan tersendiri 
dalam konteks syariah. Contoh penerapan cryptocurrency sebagai metode 
pembayaran dapat memicu ketidakpastian (gharar) karena fluktuasi harga yang 
sangat tinggi. Dalam beberapa kasus, pengguna yang memilih membayar dengan 
mata uang kripto seperti Bitcoin atau Ethereum menghadapi risiko kerugian 
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signifikan akibat volatilitas harga, yang bertentangan dengan prinsip muamalah 
yang menuntut kepastian dalam transaksi. Sementara blockchain dapat 
meningkatkan keamanan dan transparansi dalam transaksi dengan pencatatan yang 
tidak dapat diubah, penerapan teknologi ini di platform e-commerce memerlukan 
kajian lebih lanjut untuk memastikan tidak ada praktik spekulasi yang dapat 
menimbulkan riba. Beberapa ulama kontemporer menyarankan agar 
cryptocurrency yang digunakan dalam transaksi harus didukung oleh aset nyata agar 
sesuai dengan prinsip syariah, sehingga tidak mengandung gharar yang 
berlebihan(Ilham et al., 2019). 

Sehingga prinsip-prinsip syariah dalam transaksi digital di Shopee dan 
Tokopedia menunjukkan upaya yang signifikan untuk mematuhi Fatwa MUI No. 
24 Tahun 2017. Meskipun ada tantangan dalam memastikan tidak ada elemen riba 
dan gharar, terutama dalam fitur seperti PayLater dan penggunaan teknologi baru 
seperti cryptocurrency, langkah-langkah yang diambil oleh kedua platform untuk 
meningkatkan transparansi dan melindungi konsumen adalah langkah positif. 
Untuk mencapai kesesuaian yang lebih baik dengan prinsip muamalah, disarankan 
agar Shopee dan Tokopedia terus mengembangkan sistem yang lebih jelas dalam 
menyampaikan biaya tambahan, memastikan kejelasan deskripsi produk, serta 
memperkuat pengawasan terhadap praktik penipuan. Teknologi blockchain dan 
cryptocurrency juga harus diatur secara hati-hati untuk menghindari ketidakpastian 
dan potensi pelanggaran prinsip syariah. 
Dinamika dan Tantangan Hukum Muamalah di Era Digital: Relevansi 
Fatwa dengan Perkembangan Teknologi 

Perkembangan teknologi digital, terutama dengan munculnya media sosial 
dan berbagai platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia, membawa 
perubahan yang signifikan dalam berbagai sisi kehidupan, tidak luput dari itu 
praktik bermuamalah. Transaksi yang dahulu dilakukan secara langsung dan tatap 
muka, kini bertransformasi menjadi virtual, melalui layar gawai. Fenomena ini tentu 
menimbulkan dinamika baru dalam penerapan hukum muamalah, terutama dalam 
kaitannya dengan prinsip-prinsip syariah (Chang et al., 2024). Fatwa Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) No. 24 Tahun 2017 muncul sebagai jawaban atas tantangan 
tersebut, dengan menawarkan pedoman bagi umat Muslim dalam menjalankan 
transaksi yang sesuai dengan syariah di era digital. Namun, relevansi fatwa tersebut 
dengan perkembangan teknologi terkini terus diuji oleh dinamika baru yang belum 
pernah dibahas secara langsung dalam teks-teks klasik fikih. 

Dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah [2]: 275 memberikan dasar yang 
mendasari bahwa pada dasarnya, semua jenis transaksi jual beli diperbolehkan selagi 
tidak mengandung unsur-unsur riba, gharar, atau unsur haram lainnya. Namun, 
dengan berkembangnya teknologi digital, muncul tantangan baru dalam 
menginterpretasikan ayat ini untuk mengakomodasi transaksi virtual yang sifatnya 
berbeda dari transaksi konvensional (Khaerunnisa et al., 2024). Tantangan-
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tantangan ini mencakup isu-isu seperti keamanan data, kejelasan akad, dan bentuk 
transaksi yang semakin kompleks dengan hadirnya berbagai metode pembayaran 
digital dan sistem perbankan elektronik. Misalnya, bagaimana akad yang sah secara 
syariah diterapkan dalam transaksi di media sosial yang umumnya bersifat informal 
dan tanpa dokumentasi tertulis? Bagaimana hukum muamalah menyikapi sistem 
pembayaran digital yang melibatkan pihak ketiga, seperti fintech atau dompet 
digital, yang bisa jadi menyimpan potensi riba dalam bentuk biaya administrasi atau 
bunga terselubung? 

Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 memberikan jawaban dasar terhadap 
beberapa persoalan ini dengan menekankan pentingnya akad yang jelas, 
transparansi informasi, serta keadilan dalam transaksi. Namun, perkembangan 
teknologi digital yang terus bergerak cepat menuntut fatwa ini untuk terus relevan 
dan mampu menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul. Salah satu 
tantangan yang sangat penting adalah masalah keamanan dan privasi data. Dalam 
transaksi online, data pribadi pengguna sering kali menjadi komoditas yang 
berharga bagi perusahaan teknologi, yang kemudian dapat digunakan untuk 
kepentingan komersial atau bahkan disalahgunakan. Dalam perspektif syariah, 
perlindungan terhadap hak-hak pribadi seseorang, termasuk hak atas privasi, sangat 
diutamakan. Hadis Nabi Menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,  

 كَدَنْعِ سَيْلَ امَ عُيْـَب لاَوَ ،نْمَضْيُ لمَْ امَ حُبْرِ لاَوَ ،فٌلَسَوَ عٌيْـَب ُّليحَِ لاَ
“Transaksi utang-piutang yang digabungkan dengan jual beli tidaklah diperbolehkan, dan 
dalam satu transaksi jual beli tidak boleh ada dua syarat yang berlaku. Selain itu, seorang 
Muslim dilarang untuk menjual barang yang tidak ada dalam kepemilikannya.” (HR. 
Tirmidzi). Berdasarkan hadis ini, dalam konteks transaksi digital, tidak seharusnya 
data pribadi diperjualbelikan tanpa izin dari pemiliknya, karena hal ini dapat 
dianggap sebagai pelanggaran hak yang dilarang (Khaerunnisa et al., 2024). 

Bahtsul Masail yang diadakan oleh sejumlah pesantren dan institusi keislaman 
di Indonesia mengenai transaksi digital juga menyimpulkan bahwa hukum 
muamalah harus terus diperbaharui untuk mengakomodasi perkembangan 
teknologi. Salah satu hasil bahtsul masail yang relevan adalah penegasan bahwa akad 
dalam transaksi virtual harus didokumentasikan secara digital untuk menghindari 
perselisihan di kemudian hari. Hasil ini menegaskan pentingnya pengembangan 
akad berbasis digital yang sah secara syariah, dengan tetap mempertahankan asas 
ridha, kejujuran, dan kejelasan. Selain itu, bahtsul masail ini juga menyoroti perlunya 
pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan sistem pembayaran elektronik 
yang berpotensi menimbulkan riba (Suretno, 2018). Dalam konteks ini, ulama-
ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhaili menekankan 
bahwa riba dalam bentuk apa pun harus dihindari, termasuk dalam sistem transaksi 
digital yang menggunakan pihak ketiga (Gusti Susmanto et al., 2024). 
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Perdebatan lainnya dalam bahtsul masail berkaitan dengan penerapan akad 
salam (pemesanan dengan pembayaran di muka) dalam e-commerce, di mana 
produk yang dibeli sering kali belum ada saat transaksi berlangsung, dan baru 
dikirimkan beberapa waktu kemudian. Meskipun akad salam diperbolehkan dalam 
syariah, penerapannya dalam transaksi virtual memerlukan pengaturan khusus 
untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak. Para ulama sepakat bahwa 
dalam akad salam, produk yang dipesan harus sesuai dengan spesifikasi yang tegas 
terkait kualitas, kuantitas, dan waktu pengiriman. Elemen ini sangat penting dalam 
ranah transaksi digital, di mana para konsumen sering kali tidak mendapatkan 
kesempatan. untuk memeriksa barang secara langsung sebelum melakukan 
pembelian (Gusti Susmanto et al., 2024). Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017, dengan 
dasar ini, menggarisbawahi pentingnya transparansi informasi produk dalam 
transaksi virtual agar konsumen tidak merasa dirugikan. 

Tantangan lain yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi adalah 
adanya platform-platform yang memfasilitasi transaksi dengan sistem barter digital 
atau penggunaan mata uang kripto (Fauzi et al., 2022). Pada saat fatwa ini 
dikeluarkan, teknologi seperti blockchain dan cryptocurrency belum begitu populer di 
Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, platform ini semakin banyak 
digunakan sebagai alternatif untuk sistem pembayaran konvensional (Ilham et al., 
2019). Dalam pandangan syariah, muncul pertanyaan tentang legalitas mata uang 
kripto sebagai alat transaksi, mengingat karakteristiknya yang fluktuatif dan tidak 
stabil. Beberapa ulama mengkhawatirkan adanya unsur gharar dalam penggunaan 
kripto karena nilainya yang sulit diprediksi dan tidak didukung oleh aset fisik. 
Meskipun Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 belum membahas secara spesifik tentang 
kripto, hasil bahtsul masail di beberapa pesantren menyatakan bahwa penggunaan 
mata uang digital yang tidak stabil dan berisiko tinggi seperti kripto masih perlu 
dikaji lebih mendalam, terutama terkait dampaknya terhadap keadilan dan 
keamanan dalam transaksi. 

Kesimpulan 

Penelitian ini menyoroti efektivitas Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 dalam 
mengatur transaksi virtual pada platform e-commerce, khususnya Shopee dan 
Tokopedia. Berdasarkan analisis, fatwa ini memberikan pedoman yang relevan 
dengan menekankan pentingnya kehalalan, kejujuran, keadilan, serta larangan 
terhadap riba, gharar, dan tadlis dalam transaksi digital. Namun, penelitian ini juga 
mengungkapkan sejumlah tantangan, termasuk perlindungan data pribadi, kejelasan 
akad digital, dan penggunaan cryptocurrency yang memerlukan pendekatan hukum 
syariah yang lebih spesifik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun fatwa 
telah membantu mengurangi potensi pelanggaran syariah dalam transaksi virtual, 
implementasinya masih memerlukan penguatan melalui edukasi, pengawasan, dan 
pengembangan regulasi yang adaptif terhadap dinamika teknologi. Dengan 
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demikian, diperlukan pembaruan fatwa secara berkala untuk menjawab isu-isu baru 
yang muncul seiring perkembangan teknologi digital, guna memastikan transaksi 
virtual tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan etika Islam. 
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